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 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DIPERKETAT

Yogya Resmi Miliki Perda RDTRK

YOGYA (KR) - Setelah menunggu selama
tiga tahun, Kota Yogyakarta akhirnya resmi
memiliki Perda Rencana Detail Tata Ruang
Kota (RDTRK). Regulasi berupa aturan opera-
sional dari Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) ini sebelumnya telah mendapat per-
setujuan bersama dari dewan sejak 2012 lalu.

Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi dan
Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Wahyu
Handoyo‘mengungkapkan, Yogyakarta meru-
pakan kota pertama di Indonesia yang sudah
mendapat penetapan dari Dirjen Tata Ruang
Kementerian Pekerjaan Umum. "Proses

untuk pola dan struktur ruang secara lebih de-
tail," terangnya, Rabu (8/4). ;

Oleh karena itu, Kota Yogyakarta memiliki dua
regulasi mengenai tata ruang. Secara umum diatur
melalui Perda RTRW Nomor 2 Tahun 2010 dan se-
cara khusus atau ringi ialah Perda RDTRK Nomor
1 Tahun 2015. Sesuai perundangan, regulasi yang
mengatur tata ruang di daerah memang harus
dalam bentuk perda supaya penekanan hukum
nya lebih kuat.

Wahyu menambahkan, dalam Perda RD
TRK sudah diatur zonasi kewilayahan sesuai
struktur ruang. Antara lain zona perkantoran,
perdagangan dan jasa, pendidikan, pelayanan

sebut. "Ttu menjadi acuan, Baik dari ségi kon-
disi ekmstmg sektoral, utinitas hingga kon-
sepsi kota ke depan seperti apa," lmbuhnya
Dengan demikian, setiap perizinan pendiri-
an bangunan harus mengacu pada zona kewi-
layahan tersebut. Sehingga tidak serta merta,
setiap lahan yang kosong dapat dibangun ba-
ngunan. Misalnya pada zona permukiman,
maka tidak diperkenankan untuk bangunan
sektor jasa seperti hotel atau perkantoran.
Sementara itu, menurut anggota Komisi C
DPRD Kota Yogyakarta yang juga mantan
Ketua Pansus Perda RDTRK, Suwarto,
melalui perda tersebut seharusnya pengen-

penantian cukup lama karena pendampingan  umum serta permukiman. Tiap kecamatan di ~ dalian pembanglman di Kota Yogyakarta bisa
dari kementerian. RDTRK mengatur spasial ~ Kota Yogyakarta sudah dibagi tiap zonasi ter-  lebih ketat. (Dhi)-d
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